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BAB III 
HAK KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKLUM ISLAM 
DAN HUKUM PERDATA 
 
A. Kasus Posisi 
Pada kasus  hak kewarisan anak dalam kandungan banyak orang tidak mengetahui 
bahwa anak yang sedang dalam kandungan memiliki hak waris.  Menjadi seorang 
ibu adalah dambaan setiap wanita. Demikian pula bagi Feby, yang sudah demikian 
lama menanti hadirnya sang buah hati. Setelah menikah selama 4 tahun dengan 
suaminya, yaitu Didik betapa bahagianya ketika mengetahui tentang kehamilannya 
tersebut. Sebagai seorang muslim yang taat, mereka tak lupa melakukan sujud 
syukur atas kehamilan feby tersebut. suaminya dengan penuh suka cita menyambut 
kehamilan istrinya dengan menyediakan seluruh keperluan kehamilan, dari susu 
khusus untuk ibu hamil, sampai dengan menemaninya periksa kandungan secara 
rutin dan melakukan senam hamil di rumah sakit yang telah mereka tetapkan. 
Berikut identitas pasangan suami isteri tersebut : 
1. Identitas Istri 
a. Nama  : Feby 
Umur  :  26 Tahun 
Jenis kelamin : Perempuan 
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
Agama : Islam 
Alamat : Desa LabanJaya Pojok Laban RT 01/01 Kecamatan Pedes 
Karawang 
2. Identitas Suami 
b. Nama  : Didik 
Umur  : 28 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
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Pekerjaan : Polisi 
Agama : Islam 
Alamat : Jalan Kolonel Kertamasuri Cisarua Cimahi 
3. Kronologi 
a. Pada tahun 2017 suami dari feby mengalami kecelakaan saat menuju pulang ke 
karawang, saat di bawa ke rumah sakit Didik telah meninggal dunia. Didik  
meninggalkan istri yang sedang dalam kandungan yang berusia 6bulan  dan harta 
warisan yang banyak. Karena feby di anggap tidak mempunyai anak oleh adik 
dari didik/suaminya maka pihak dari keluarga suami ingin mengambil alih harta 
dari feby. 
b. Di beberapa daerah masih banyak yang belum mengetahui bahwa anak yang 
masih dalam kandungan memiliki hak-haknya menurut hukum perdata maupun 
hukum islam. Begitu menyedihkan jika seorang ibu yang baru saja di tinggaloleh 
suaminya lalu harus berurusan dari pihak keluarga suaminya sendiri yang 
notabenya anak yang di kandung oleh seorang ibu adalah anak dari suami 
tersebut,jelas anak itu punya hak atas harta waris dan harus diperjuangkan sampai 
kelahirannya. 
B. Kedudukan Hak waris anak sah menurut Hukum Islam 
Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam 
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan 
sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli 
warisnya yang masih hidup. Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang 
meninggal dalam hubungan hukum harta kekayannya. Hubungan-hubungan hukum yang 
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lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Dalam redaksi yang lain, Hasby 
Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-
siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan 
cara-cara pembagiannya. Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda 
dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak 
menerimanya. 
 Pembagian itu lazim disebut faraidh, artinya menurut syara’ ialah pembagian 
pusaka bagi yang berhak menerimanya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian 
harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan 
pembagian harta warisan. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan 
merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus 
dalam fiqh mawaris. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa 
antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah 
mati. 
Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya 
meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran 
waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. 
Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga 
golongan yakni dzul faraidh, dzul qarabat, mawali. 
Hukum Kewarisan menuuut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum 
kekeluargaan (Al ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam 
pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan 
dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam  maka bagi 
ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan 
setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang 
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berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa 
yakni  tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum 
Islam mengenai kewarisan.Masalah waris di kalangan umat islam di Indonesia secara 
jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa pengadilan 
berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik 
ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: 
1. Perkawinan 
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. 
3. Wakaf dan sedekah. 
C. Kedudukan Hak waris anak sah menurut Hukum Perdata 
warisan dalam KUH Perdata pada prinsipnya adalah anak dalam kandungan yang 
memiliki legalitas sebagai anak yang sah. Legalitas tersebut meliputi legalitasyang 
melekat secara otomatis akibat adanya perkawinan yang sah maupunlegalitas karena 
adanya proses pengakuan maupun pengesahan.Untuk mempermudah dan memusatkan 
analisa ini, maka proses analisa juga akan disandarkan pada kewarisan anak dalam 
kandungan berdasarkanstatus anak sebagai berikut: 
Batasan anak dalam kandungan yang sah secara otomatis menurutKUH Perdata 
adalah anak yang ditumbuhkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan pada 
Pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi: Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan 
sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dalam ketentuan pasal 
tersebut secara tidak langsung terkandung esensi keabsahan anak dengan adanya kalimat 
“memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Hal ini dalam konteks hukum Islam sekilas 
dapat diterima. Namun jika didasarkan pada penjelasan mengenai batasan perkawinan 
yang dianggap sah dalam KUH Perdata, maka hal itu akan memunculkan perbedaan yang 
berujung pada permasalahan. Perkawinan yang dianggap sah dalam KUH Perdata terkait 
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dengan keabsahan anak dalam kandungan adalah perkawinan dari berbagai bentuk 
perkawinan. Berbagai bentuk perkawinan dalam KUH Perdata dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
1. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan diIndonesia 
Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi HukumIslam (KHI). Perkawinan yang 
didasarkan ketentuan yang termaktubdalam dua hukum perundang-undangan tersebut 
dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah. 
2. Perkawinan berdasarkan pada legalitas hukum pelaksanaannya 
Maksudnya adalah perkawinan warga negara Indonesia yangdilaksanakan tidak di 
Indonesia melainkan di negara lain dengan berdasarpada ketentuan hukum perundang-
undangan negara tersebut. Dalam hal ini. KUH Perdata menyatakan tetap dianggap 
sebagai perkawinan yang sah.Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks hukum 
perkawinan yang dapat menimbulkan pertentangan, perkawinan tersebut tetap dianggap 
sah oleh KUH Perdata. Secara administrasi, perkawinan itu tidak perlu diulang kembali di 
Indonesia dan hanya cukup mendaftarkannya di catatan sipil. Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 83 KUH Perdata berikut ini: 
“Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara 
sesamawarga negara Indonesia, maupun antara warga negara 
Indonesiadengan warga negara lain, adalah sah apabila 
perkawinan itudilangsungkan menurut cara yang biasa di negara 
tempatberlangsungnya perkawinan itu, dan suami isteri yang 
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan 
tersebut dalam bagian 1 Bab ini” 
 
Klasifikasi perkawinan yang sah di atas, meskipun ada ketentuan mengenai 
perkawinan warga negara Indonesia yang muslim dalam KHI,keberadaannya seakan-akan 
akan pudar manakala dipertemukan dengan ketentuan dalam Pasal 83 di atas. Adanya 
ketentuan tersebut Pasal 83 akan memberikan kesempatan adanya perkawinan-
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perkawinan yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mungkin 
dilaksanakan oleh umatIslam. 
Beberapa contoh seperti perkawinan antara umat Islam dengan nonIslam atau 
perkawinan poligami tanpa perizinan dari istri terdahulu.Dalam hukum Islam perkawinan 
antara umat Islam dengan non Islam,meskipun dianggap sah oleh hukum perundang-
undangan Indonesia, tetap saja dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. 
Implikasinya, anak dalam kandungan dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat mewarisi 
harta dari orang tuanya yang beragama Islam.  
Bagi yang tidak beragama Islam tidak adanya hak untuk mewarisi disandarkan 
pada salah satu sebab penghalang adanya kewarisan adalah adanya perbedaan agama.Hal 
ini ditegaskan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW berikut:“Orang muslim 
tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” 
(H.R. Bukhari). 
Selain karena adanya faktor agama yang dapat menyebabkan terhalangnya ahli 
waris menerima warisan. Terdapat faktor yang yang lebihvital dalam hal keabsahan anak 
dalam kandungan pada perkawinan antaragama (Islam dengan non Islam). Faktor tersebut 
tidak lain adalah hilangnya legalitas anak dalam kandungan akibat dari tidak sahnya akad 
dari pernikahan.Hal ini disandarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW berikut 
ini:“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kamiYahya dari 
Syu’bah dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya telahmendengar Abu Hurairah dari Nabi 
SAW bersabda: Anak itu dinasabkan pada orang yang seranjang tidur” (HR. Bukhari). 
tentang kewarisan anak dalam kandungan. Menurut KUH Perdata, pengertian anak dalam 
kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah: 
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap 
sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak 
menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak 
pernah ada. 
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Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bahwa seorang anak 
dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Pasal 836 yang menyebutkan: 
Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya 
dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat 
warisan jatuh meluang. 
Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang anak dalam kandungan 
pada satu sisi dapat mendapatkan warisan karena sudah dianggap hidup. Namun di sisi 
lain, apabila kemudian bayi tersebut mati sewaktu dilahirkan atau sebelum dilahirkan, 
maka secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan. Selain ketentuan mengenai 
hakekat kehidupan anak dalam kandungan, dalam KUH Perdata juga diatur mengenai 
legalitas anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. 
Pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada keabsahan anak dalam suatu 
keluarga. Sebab KUH Perdata tidak memperbolehkan kewarisan bagi anak dalam 
kandungan akibat dari perzinahan. Meski tidak disebut secara langsung dalam bentuk 
tekstual, namun hal itu dapat terlihat dari keberadaan Pasal 867 KUH Perdata yang 
berbunyi sebagai berikut: 
“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-
anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-
Undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka” 
 
Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 869 KUH Perdata sebagai berikut: 
“Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan 
jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan 
atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih 
lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya” 
 
Dalam penjelasan di atas Hak kewarisan anak dalam kandungan yang diatur 
menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata banyak perbedaan yang ditemukan dalam 
aturan hukum islam dan hukum perdata. Mengenai pendapat tentang batasan jumlah 
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warisan yang dapat diterima janin dalam kandungan, juga terdapat khilafiyah di kalangan 
para ulama mazhab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila dalam janin tersebut 
sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan untuknya adalah sama 
dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila disinyalir lebih dari 
seorang janin, maka tidak dapat ditentukan bagiannya karena masih dalam proses 
praduga.  
Pendapat berbeda dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i. Kedua imam ini 
memiliki pendapat yang sama yakni bayi yang ada dalam kandungan akan disisakan 
warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan empat bagian anak perempuan. 
Sedangkan Imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak dalam kandungan 
adalah dua bagian anak laki-laki.  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui meskipun terdapat perbedaan 
pendapat mengenai warisan anak dalam kandungan, dapat ditemukan adanya persamaan 
tujuan yakni tetap adanya bagian waris bagi anak yang masih dalam kandungan dengan 
bagian-bagian yang tertentu. Pendapat-pendapat para imam mazhab di atas mungkin akan 
memiliki banyak perbedaan lagi manakala dipertemukan dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang kewarisan anak dalam kandungan.  
Implikasinya, meskipun kemudian bayi tersebut mendapat pengakuan dari pihak 
ayah, dalam konteks hukum Islam tetap saja tidak akan mendapatkan hak nasab dari 
ayahnya. Perbedaan pandangan dalam dua produk hukum di atas mungkin sekilas tidak 
terlalu penting untuk di bahas. Namun jika dikaji dalam konteks sosio-religius, perbedaan 
pandangan tersebut akan menjadi penting untuk dibahas.  
 
 
 
